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A. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah :

Ranah Sikap
Setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa :

11 Menunjukkan Respon Positif terhadap permasalahan dalam Penyelenggaraan Negara

1.2 Bijak dalam menggunakan teknologi digital untuk mengakses big data

Ranah Keterampilan Umum

Setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa :

2.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam Hukum Administrasi
Negara

2.2 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi dalam Hukum Administrasi Negara

3 | Ranah Keterampilan Khusus
Setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa :

31 Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik Sejarah Hukum Administrasi Negara

3.2 Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dan sumber-sumber Hukum Administrasi
Negara

3.3 Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah

3.4 Mahasiswa mampu menjelaskan instrumen pemerintahan (KTUN, Peraturan Kebijakan, rencana, perizinan,
instrumen hukum keperdataan)

3.5 Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

3.6 Mahasiswa mampu menjelaskan Perlindungan Hukum
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3.7 Mahasiswa mampu menjelaskan Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

3.8 Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pemerintah

4 | Ranah Pengetahuan

4.1 Mengetahui Sejarah dan Asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara

4.2 Memahami hubungan Hukum Administrasi Negara dengan ilmu Hukum Lain (Hukum Perdata, Hukum Pidana dan
Hukum Tata Negara)

4.3

Mengetahui permasalahan terkait penyelenggaraan negara

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia sehingga mahasiswa memiliki
kompetensi :

(1) | Kognitif Mahasiswa memiliki kemampuan memahami, menganalisis Hukum Administrasi Negara dalam
Penyelenggaraan Negara.

(2) | Psikomotorik mahasiswa memiliki keahlian (skill) membuat Keputusan Tata Usaha Negara.

(3) | Afektif mahasiswa dapat berpartisipasi dalam melakukan analisa penegakan Hukum, pertanggungjawaban
hukum dan perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara

Panduan Kaitan Taksonomi dengan kesulitan unit kompetensi

Tingkat C Kognitif Psikomotor Afektif
Tinggi C6 Berkreasi P7 Kreativitas A5 Pembentukan Pola
C5 | Mengevaluasi | P6 | Penyesuaian Pola Gerakan | A4 Organisasi
C4 | Menganalisa | P5 Gerakan Komplek A3 | Penilaian/Penentuan Sikap
T C3 | Menerapkan | P4 Gerakan terbiasa A2 Partisipasi
C2 Memahami | P3 Gerakan Terbimbing A1 Penerimaan
C1 Mengingat | C2 Kesiapan
Rendah C1 Persepsi
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C. Analisis Pembelajaran
1. Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan dan memahami
Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum dan
Pertanggungjawaban Hukum
(6)

|

Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis
Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum
Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara

~

Mahasiswa dapat mengidentifikasi

dan menganalisis pengaturan dan Mahasiswa dapat
Implementasi Asas- Asas Umum mengidentifikasi dan
Pemerintahan Yang Baik menganalisis Keputusan Tata
Mahasiswa memahami dan dapat Usaha Negara, dan Perizinan
menganalisis “m

Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan
Hukum Pemerintah

\

Mahasiswa diharapkan menjelaskan
Sejarah dan Sumber-sumber Hukum RPS FH UNMUL | 5
Administrasi Negara (1)




2. Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Kemampuan Khusus (KK)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

— Mahasiswa mampu menganalisis,
menjelaskan, memahami
(8)
‘ Mahasiswa diharapkan dapat
menganalisa tentan
Mahasiswa diharapkan dapat . . g (:5) g
menganalisis Mahasiswa diharapkan dapat
(6) = menganalisis Keterkaitan pengaturan
(7)
Mahasiswa diharapkan dapat ‘ Mahasiswa diharapkan dapat
menganalisa tentang menganalisis
2) < Mahasiswa diharapkan dapat (3)

menganalisis tentang Keterkaitan
pengaturan

(4)

Mahasiswa diharapkan menjelaskan tentang
pengertian, asas-asas, ciri-ciri dan ruang
- lingkup Hukum

(1)
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C. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul yang di Integrasikan

Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan memahami, menganalisis dan menjelaskan Peran
Penyelenggara Negara dalam melaksanakan Good Environmental Governance terhadap pengaturan pengelolaan di
daerah hutan hujan tropis lembab (rain tropical forest) dan lingkungannya.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI No. Dok.
UNIVERSITAS MULAWARMAN Tgl. Terbit
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL No. Revisi 2
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
Hal 9/61
Per Kemampuan Indikator Materi Pokok Metode /Model Pengalaman Belajar Penilaian Bobot Referensi
temuan khusus (Bahan Kajian) Pembelajaran Jenis Kriteria
Ke (Sub-CPMK)
- i 1 i 0,
1-4 Mampu o Negara Hukum o Sejarah Perkembangan Stude.nt Center Maha3|§wa menyimak Te§ Tertulis, Kete.patan 5% Buku 6
menjelaskan Administrasi Negara Learning (SCL) penjelasan dan uraian menjelaskan tentang
N Huk e Tugas-Tugas dan mendiskusikan Negara | subyektif Sejarah
deg?-'l.ak ukum Pemerintah dalam [ ] Pengertian Administrasi brainstorming Hukum’ Negara Perkembangan
Azrr;inlijstlrje:r;i Negara Hukum Negara Modern, ruang lingkup Administrasi Negara,
Negara Modern o Negara Hukum Modemn Hukum Administrasi Ruang Lingkup

o Menjelaskan istilah
Hukum Administrasi
Negara

e Menjelaskan Ruang
Lingkup Hukum
Administrasi Negara

o Negara Hukum Klasik

e Negara Hukum
Demokratis

e Negara Hukum dan
Hukum Administrasi
Negara

Negara, faktor-faktor
HAN sukar dikodifikasi

Hukum Administrasi
Negara, pengertian
Hukum Administrasi
Negara dan Negara
Hukum




No. Dok.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi
JURUSAN ILMU HUKUM Hal 61
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM 2 10/
- 1 i 0,

5-6 Mampu e Pengertian  Sumber | Sumber Hukum ftudelnt Cgrgir Mahasiswa Teg Tertulis, Ketelp?taE s 5% Buku 6,7,8
menjelaskan Hukum Materiil: earning (SCL) menyimak uraian . menjelaskan sumoer-
Sumber-sumber o dan enielasan dan subyektif sumber Hukum
Huk e Macam-macam e Sumber Hukum Historis brainstorming pen) ) . Administrasi Negara

uum Sumber Hukum mendiskusikan

Administrasi © Sumber Hukum
Negara dan | ® Menjelaskan Sosiologis Sumber-sgmlber .
Hubungan Hukum Hubungan  Hukum | Jo v Hukum Administrasi
Administrasi Administrasi Negara | ., oo Negara
bidang ilmu hukum Negara © Sumber Hukum Formal:
lain e Menjelaskan o Peraturan Perundang-

Hubungan undangan

Administrasi Negara | e praktik Administrasi

dgngan Hukum | Negara/Hukum Tidak

Pidana Tertulis

o Menjelaskan o Yurisprudensi

Hubungan .

Administrasi  Negara © Doktrin

dengan Hukum

Perdata

- . . 0 .

-8 Mampu o Menjelaskan e Kedudukan pemerintah Studept Center Mahagswg Ter.tul|s, Ketepatan 5% Buku: 8.9
menjelaskan , Learning (SCL) | mendiskusikan uraian ,

Kedudukan hukum dalam hukum publik ) menjelaskan
kedudukan, . kedudukan hukum subyektif

pemerintah . ) ) kedudukan hukum
kewenangan e Macam-macam jabatan pemerintah sehingga emerintah dan
Pemerintah [ ] Menjelaskan pemerintahan dapat menje|askan dan P

kewenangan
pemerintah

o Kedudukan pemerintah
dalam hukum privat

membedakan

sumber memperoleh
kewenangan (atribusi,
delegasi dan mandat)
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

JURUSAN ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.

Tgl. Terbit

No. Revisi

Hal

11/61

e Asas Legalitas

e \Wewenang
pemerintahan

e Sumber dan cara
memperoleh
wewenang
pemerintahan

atribusi,delegasi dan
mandate

Matrik Rencana Pembelajaran Semester
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No. Dok.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi
JURUSAN ILMU HUKUM Hal 61
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM 2 12/
9-10 Mampu . Student Center Mahasiswa Tes Ketepatan 5% Buku: 5, 6,7
. e Menjelaskan . , N . .
menjelaskan UnSUr-Unsur e Tindakan nyata Learning (SCL) mendiskusikan penguasaan menjelaskan tindakan
tlndakalm X tindakan hukum | Tindakan hukurn tlndakgn X konsep hukum pemerintah
pemerintahan pemerintahan pe.melrmta an
i ) baik tindakan No-tes
e Menjelaskan ® Tindakan hukum publik nyata maupun Presentasi
macam-macam tindakan hukum. | Kelompok

tindakan hukum
pemerintahan

e Menjelaskan
karakteristik
tindakan hukum
pemerintahan

o Tindakan Hukum Privat

e Cara pelaksanaan
urusan pemerintahan

Tindakan hukum
publik dan
tindakan hukum
privat.
Mendiskusikan
cara pelaksanaan
urusan
pemerintahan
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No. Dok.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi
JURUSAN ILMU HUKUM Hal , 61
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM a P13/

11-13 Mampu . _ . Student Center | Mahasiswa Tes Tertulis | Ketepatan 5% Buku 6
menjelaskan * Menjelaskan sifat e Pengertian Keputusan | Leaming (SCL) | menyimak dan | dan uraian | menjelaskan dan 8
instrumen dan kualifikasi . . o

instrumen Usaha Negara,
e Peraturan . '}\é'acatm'macam pemerintahan, rencana, dan
perUUan eputusan perUU, KTUN, perizinan
o KTUN e Syarat-syarat Freies
Pembuatan Keputusan Ermessen dan
e Peraturan . perizinan
Kebijakan e Freies Ermessen

e Recana-rencana |® Pengertian Peraturan
Kebijakan

e Perizinan
e Ciri-ciri Peraturan

o [nstrumen Hukum Kebijakan
Keperdataan

e Fungsi dan Penormaan
Peraturan Kebijakan
e Pengertian Rencana

e Unsur-unsur Rencana

e Karakter Hukum
Rencana

e Pengertian Perizinan
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

No. Dok.

Tgl. Terbit

No. Revisi

Hal

14/61

e Unsur-unsur Perizinan

e Fungsi dan Tujuan
Perizinan

e Bentuk dan Isi Izin

e Penggunaan Instrumen
Keperdataan

e Instrumen Keperdataan
yang dapat digunakan
Pemerintah
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No. Dok.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revii
JURUSAN ILMU HUKUM Hal 61
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM 2 15/
- [ [ [ 9 :
14-15 Mampu o Menjelaskan o Peristilahan AAUPB Studept Center MahaS|SV\./a. Tertulls,.ura|an Kete.patan 5% Buku : 1,2,6
Menjelaskan Asas- sejarah Learning (SCL) mempelajari subyektif menjelaskan Asas-
Asas Umum Kelahiran e Pengertian AAUPB materi dari asas Umum
Pemerintahan Yang AAUPB e Kedudukan AAUPB sumber belajar pemerintahan Yang
Baik ‘ dalam Sistem Hukum dan Multimedia | Presentasi Baik
® Menjelaskan . o Interaktif untuk | Kelompok.
AAUPB e Fungsi dan Arti Penting mampu
AAUPB merumuskan
e Asas-Asas Umum hipotesis
Pemerintahan Yang penelitian dalam
Baik Di Indonesia berbagai bentuk
e Pembagian dan
Macam-macam
AAUPB
16 UTS (Ujian Tengah 40%
Semester)
17-18 Marrjplu ) Veniolaskan e Perlindungan Hukum ftudeht Ct;rgir Mahasiswa Tes Ketepatan 5% Buku : 4,
menjelaskan ) dalam Bidang Perdata | -63MN9 (SCL) | menyimak dan | Tertulisdan | menjelaskan 5,6,9
Perlindungan Perlindungan diskusik Urai ind
Hukum Hukum dalam e Perlindungan Hukum menais US'I an ra!an . perlingungan
Hukum dalam Bidang Hukum , menganalisa | subjekltif hukum dalam
Administrasi Publik perlindungan hukum
Negara Hukum
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No. Dok.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi
JURUSAN ILMU HUKUM Hal 61
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM 2 16/
administrasi
negara
19-20 Mampu e Pengawasan Student Center | Mahasiswa Tes Tertulis | Ketepatan 5% Buku:
Menjelaskan Dari Segi Hukum| © © cngawasanintem | Leaming (SCL) | mendiskusikan | dan uraian | menjelaskan 6,9,10
Pengawasan subjekif
Hukum e Pengawasan Ekstern dan pengawasan
pengawasan Hukum
e Pengawasan
Preventif Hukum
e Pengawasan
Represif
21-22 Mampu . Pengertian . Pergeseran konsep dari | Student Center Mahasiswa Tes Tertulis Ketepatan 5% Buku :
IF\’Aer:jeIaskan Eertanggungjawa kedqu?tindneglgatra Learning (SCL) mendiskusikan | dan Uraian menjlaskan 67,11
ertanggung an menjadi kedaulatan subjekif
jawaban Hukum . Aspek Teoritik hukum gan . konsep .
Pertanggungjawa |2. Ajaran ttg Pemisahan menganalisa pertangungjawaba
ban Hukum (Lembaga Kekuasaan pertanggungja n hukum
Pemerintah Negara) waban Hukum
. Pertanggungjawa (3. Perluasan Makna
ban Pemerintah Hukum Tertulis
dalam HAN Kemudian menjadi dan

termasuk hukum tidak
Tertulis

. Perluasan Peranan dan

aktivitas negara
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No. Dok.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi
JURUSAN ILMU HUKUM Hal _ 17/61
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM '
23-24 Mampu Mampu 1. Menjelaskan 1. Definisi Penegakan Student Center Mahasiswa Tes Tertulis Ketepatan 5% Buku, 6
Menjelaskan Penegakan Hukum Learning (SCL) mendiskusikan | Penugasan: menjawab analisa
Penegakan Hukum ialarlnl Hukum 2. Faktof-faktor ang konsep mencari penegakan hukum
dministrasi Mempengaruhi penegakan contoh kasus
Negara penegakan Hukum Hukum dan analisa
3. Macam-macam Sanksi
Dalam Hukum
Administrasi Negara
25-26 Mampu 1. Menjelaskan 1. Organisasi Peradilan Student Center Mahasiswa Tertulis, Ketepatan 5% Buku : 16,
Menjelaskan Karakteristik dan Tata Usaha Negara Learning (SCL) memahami uraian menjelaskan 17
Peradilan Tata Pr|n3|p-pr|n3|p 2. Upaya Ad@mstrahf prinsip-prinsip | subyektif orinsip-prinsip
Usaha Negara Peradilan Tata 3. Kompetensi Absolut PTUN
Usaha Negara Peradilan Tata Usaha PTUN
Negara
4. Tenggang Waktu
Menggugat
5. Hak Gugat
6. Petitum
7. Alasan Menggugat
(Beroepsgronden)
8. Alat Bukti
9. Hukum Acara
27-28 Mampu Menielask Student Center Mahasiswa Tes Tertulis 5% Buku : 5
Menjelaskan * M.e.nje askan Learning (SCL) mendiskusiakn dubjektifan Ketepatan
] » ilik Pribadi e Penggolongan barang- barang-barang Uraian S ) _
Barang-Barang Milik Pemerintah dan barang milik milk negara menjelaslfgn Barang
Negara Milik Publik negaralkekayaan barang Milik Negara
e Hak-hak negara
pemerintah e Inventarisasi barang-
untuk barang milik Negara
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No. Dok.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi
JURUSAN ILMU HUKUM Hal 61
PROGRAM STUDI $-1 ILMU HUKUM a 18/
mengambllkdan e Kewenangan tata
m,rllgglfgad?n usaha negara untuk
S” ribad mencabut hak milik
eseorang seorang earga atau
BUMN menuntut pemakaian
Pengurusan atas miliknya
Barang Milik
Publik
Mampu Arti Birokrasi . Ciri-ciri Student Center | Mahasiswa Tes tertulis | Ketepatan 5% Buku 7
29 Menjelaskan Hukum - , : ) Learning (SCL) mendiskusikan | dan uraian menjelaskan
Birokrasi Publik Tipe Birokrasi birokrasi e _ _ .
peranan subjektif birokrasi publik
iefa“?“ . Peranan aparatur
paratur : .
Pemerintah birokrat dalam . pemerintah
dalam pelaksanaan public dalam
penyelenggara service (pelayanan penyelenggara
an kegiatan publik) an
dan pelayanan | ® Kelompok 3an elavanan
publik patologi birokrasi pelay
, publik
Kegiatan
birokrasi
negara
Masalah
patologi
birokrasi
Mampu Menjelaskan e Dasar Hukum Student Center | Mahsiswa Tes Tertulis | Ketepatan
30-31 menjelaskan Hukum Baku  Mutu Learning (SCL) | mendiskusikan | dan uraian | menjelaskan 5% Buku 8
Lingkungan dan subjekif instrumen hukum
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No. Dok.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi
JURUSAN ILMU HUKUM Hal 61
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM 2 19/
Pengawasan pengawasan lingkungan
Menjelaskan .
Perizinan e |zin PPLH dan
Lingkungan izin lingkungan
Amdal
Penegakan
Hukum
Administrasi
Gugatan
Administratif
UAS (Ujian Akhir
32. Semester) 50%

Tugas mahasiswa dan penilaiannya:

1. Ujian Tengah Semester (UTS) 40%
meliputi
a. Mengkaji Peraturan perundang-undangan 20%
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No. Dok.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Tgl. Terbit
UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi
JURUSAN ILMU HUKUM Hal _ 6
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM 2 o 20/61
b. Menganalisis kasus 20%
2. Ujian Akhir Semester (UAS) 50%
Meliputi test kemampuan dalam :
a. Mengkaji Peraturan perundang-undangan 20%
b. Menganalisis kasus 30%
Mengetahui Samarinda, 5 Januari 2022
Koordinator Program Studi llmu Hukum Dosen Pengampu/Penanggung Jawab Mata Kuliah
Aryo Subroto, S.H.M.H Dr. Rosmini, S.H.M.H
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